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LEGISLASI

Keadilan Restoratif-Qanun Diminta Ada di RKUHAP

JAKARTA, KOMPAS — Kalangn
mithastswa berbarap sda pene-
gasan terkait kesdilan restora-
ff dalam Rancangan  Kitah
Undang-undang Hukum Aca-
ru Pulana atau REUHAP Sc-
lain it hokum lokal seperti
ganun jinayah, diharaphkan ju-
g diskomedasi di RELHAF,
Sequmlah muhasisws vang
tergubuny dalam Aliansi Ma-
hasiswa Nusantsra  [Amank
merwvampaikan hal i saat
menemul Ketua Komisi 11
DPE Habiburokhman di Kum-
pleks Parlemen, Jakarta, Rahw
(U510 N 2R
Inisiator  Amae, Muham
mad Fadli, mengatakan per-
lurpva penerapan keadilan res-
treatif wang bisa melindung
btk asasi dari wairga negan,
"Konsep restoruiive fustioe
{keailan restoratif) hars di-
masukkan  dalam  RET’HAP
amar jadi kepastian hulum. Se-
kg imi, itu cuma menjadi
kebjjukan mtermal dart peoe
vak hukum” wjar Fadli
Kepastian dalam konsep ke-
acdikin restaralif ind juga di-
sumpatkan olch  kvordimstor
pusat Aman. Agus Muliara, Pe-
nyempurnazn  hukum  acars
pidana melali KITHAP vang
Baru harue memenuhi fig un-
sur, vallu kepsstian hukum.
keadilan. dan kemanfastan.
"Keadilan restoratif harus
diakomedasi dalam KUTIAR,
bukan sekadar kebipkan lem-
haga. Pemidanaan sdalah jalan

terakbie, bukan satu-sabumnys
mekanisme penyelesatan per-
hara, Rami merekomendasi-
kan tamhahkan hah tersendiv
tentang mekanisme restoratif
i REUIIAP” paparnva
Masukan terkait kesdilan
restoratif juga sempmt disam-
ik Kemisi Masional Hak
Asasi Muanusia  (Komnos
HAM) dalam rapat  dengas
pendagat (RDE) barsama Eo-
rmisi [T YRR, 22 Septembwer
20250l T, Ketua Komnas
AN Anis Hidavah menvige-
ming penerapan keadilan res-
teeatif terkaif kejabatan luar
biasa (exctraurdingy crime),
Anis meminta DPR untuk
tidak menerapkan’, keadilan
restisratif jika berkaitansde-
ngan kasus pelangginEin [AM
berat. terorisme dan kuoapsi
Pengecualian itl periu diper-
hatikan kavena dikhaweativkan
akan memberikan mpunitas
terbuslap pelanggar hukum
“Penting kimi gars bawahi.
ini {pengecualian keadilan res-
toratif} divsulkan sabu pasal
atan avat sehingga tdak ada
ving terlewal, Karena pelamg
daran HAM berst itu sama
sekali tidak mengenal resto-
raive fustice. Unbuk apa? [n-
bk mermastikan tdak ada im-
punitas dalam kasus vang di-
dupa  peristiwa  pelanidsran
HAM herat.” kata Anis,
Tidak hanss masalah Ke-
adilan resteratif, alians maba-
slawE juga menyving@ung ter-

=
Pemidanaan adalah
jalan teralchir, bukan
satu-satunya meka-
nisme penyelesaian
perkara.

Mi T i F- 1t

kait kejelasan dalam penerap-
an-hukum kil vang telah
berlaku i sejumlahdaerah
Salah saturdym, peraturan da-
erah (perda) abit ganmin jing-

vah ditAceh,
Hukum lokal

Menurt Fadli, peoduk -
kum sang lwhir dari status
Aceh sebagal daerah istimewa
itu peru diakcmodasi dalam
RRTTHAF Hal yang fatua juga
dibarapkan ferul pala b
v Tokeal di daeral Lain.

“Sejumlah daerib di Inde
nesia ini, kan, ada yung pene-
rapan Chukum) khusus. Salah
satunva i Aceh, Selama ini,
progakan  hukum  senng
mengrunakan dud mata pisal
vaitu  ganun  jinayah  vang
memgatur pidany dan juga -
dang-undang  mazional, yaitu
KUTLART kata Facdhi

Hejelasan  ini  diperiukan
untuk kepastian hubom. a
mengapresiast Komis: [ DER
jika biss mengakomodas hu-
kumn lokal sehinggs penerapan

ke i negeri ini dapat ter-
jaga dengan buk
Habiburckhman mengap-
resiasi nanlan mahasiswn Ma-
sukan  don aspirasi beckat
BEULIAP akan diakomudas
asar menjadi pavung hukum
vang membwrikan kesdilan ba-
£ masyarakat,
la melanjutkam, dinsmika
dalam pembahasan REUHAP
di Komisi 1T DPR juga terus
terjaling Oleh karena it pi-
haknva masikh menerima as
pirast masvarakat karena ada
hanyvak sudut pandang dan
pemdagmt terkait penanganan
hukum di neger inl
"Mazukan ini akan terus ka-
mi godok kami car titik vang
paling pas, yang feperti apm,
supaya mant biss benar-benar
maksimal KUHAP ini menjadi
tulang  pungoung penegakan
Tk, wjarmva,
Sebelurmnya, Wakil  Retua
NP Sufimi Dasen Ahmad juga
menyalakan, DPE masth terus
menerima aspirasi publik ter-
kait RKITHAR Bahkan, di ma-
& Feses vang berlangaing dia-
lam kurun wakiu 3 Oktobser-3
Movember 20250 Komisi [
DR tetap mendsngar dan
menyer aspirasi poblil
“Memung REUHAP ini uar
brusa perhation atens: dan ma-
syarakat. Wakitu reses, pimpin-
an komisi 11T juga tetap me-
minta izin untuk menetima
partisipust publil " kata Dasco,
Rabu {17100, (ETG BOW)
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